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Abstrak
 

Sebagian besar negara yang berkembang mengalami kurangnya kemampuan politik dan administrasi yang

cukup, dan dari ketidakmatangan sosial dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak di era modern. Secara

mendasar, persoalannya adalah untuk membujuk individu dan komunitas mengubah cara-cara tradisional

dalam hidup dan mencari nafkah, yang selanjutnya, tergantung pada pendidikan, pada peragaan dan kontak

pribadi yang lain, antara pemerintah sebagai kekuatan pengarah dan rakyat sebagai bahan bakunya,

disamping juga orang-orang yang mendapatkan manfaat dari pembangunan. Tetapi pemerintah terlalu

dibebani dan seringkali tanpa dukungan. Untuk mencapai perubahan sosial dan pertumbuhan perekonomian

secara umum memerlukan suatu penyebaran usaha sehingga masyarakat lokal dan individu bisa

berpartisipasi, untuk membawa pada kondisi ideal, energi, antusiasme dan yang paling penting, inisiatif

lokal pada pelaksanaan aktivitas pembangunan lokal.

 

Asas desentralisasi merupakan sarana yang sangat ampuh untuk menyelenggarakan pelayan kepada

masyarakat sesuai dengan karakteristik kebutuhan di tingkat lokal. Dengan fungsi dari asas desentralisasi

adalah dipergunakan sebagai sarana untuk menampung keanekaragaman. Berdasarkan prinsip semacam itu

inilah, maka desentralisasi merupakan sarana tepat untuk melaksanakan demokrasi pemerintahan di tingkat

lokal. Dari prinsip seperti inilah, maka desentralisasi merupakan	sarana tepat untuk melaksanakan

pemencaran kekuasaan tersebut. Sementara pemerintah akan membutuhkan untuk mempertahankan fungsi-

fungsi kunci dan tanggung jawab kunci tertentu, yang lainnya hanya bisa dilepaskan secara memuaskan jika

pelayanan-pelayanannya dilakukan kepada warga negara dimana dia berada. Dalam hal ini dan dalam

kebutuhan untuk kontak langsung dengan rakyat jika perubahan sosial akan dihasilkan, terdapat suatu

pendapat yang kuat untuk desentralisasi. Dalam kontek Indonesia, negara Indonesia adalah negara kesatuan.

Sebagai negara kesatuan maka kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara bagian

seperti dalam negara federal/serikat.

 

Artinya penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi,

karena negara Indonesia sangat luas yang terdiri atas puluhan ribu pulau besar dan kecil dan penduduknya

terdiri atas beragam suku bangsa, beragam etnis dan memeluk agama yang berbeda. Indonesia tidak akan

mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat, Negara. Hal ini yang membedakan negara

kesatuan dengan negara federal.	Tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan

kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana pemerintah

dalam memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien yaitu dengan menyerahkan fungsi pemerintah

dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, agar pemerintahan daerah benar-benar

otonom dan bebas dari intervensi pemerintah pusat sehingga pelayanan publik dapat terwujud.

 

Pelayanan publik tidak terlepas dari pengaruh birokrasi pemerintahan yang semula terkesan berbelit-belit
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dengan cara memangkas birokrasi supaya menjadi lebih efektif dan efisien. Prinsipnya "The Least

government is the best government" dengan mengedepankan civil society gerakan ini adalah bagaimana

membuat masyarakat menjadi lebih mampu dan mandiri untuk memenuhi sebagian besar kepentingannya

sendiri. Konsekuensi logis dari berkembangnya masyarakat sipil adalah semakin rampingnya bangunan

birokrasi. Karena sebagian besar pekerjaan pemerintah dapat di jalankan sendiri oleh masyarakat maupun

dilaksanakan melalui pola kemitraan dalam rangka privatisasi.


